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LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BPR DANA NAGOYA TAHUN 2019

Bagian 1 :
1. Pendahuluan

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk
memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran
No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank
Perkreditan Rakyat (BPR). Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good
Corporate Governance (GCG) pada BPR Dana Nagoya yang tercermin dari
govemance system yang mencakup Govemance Structure, Governance
Process dan Governance Output pada 9 faktor yang dipersyaratkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

Perkembangan Industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya
disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang
mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Good Corporate Governance
(GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat inidan dimasa
yang akan datang mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri
perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan
stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang- undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara
umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan
usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsipGCG.

2. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

BPR Dana Nagoya menyadari bahwa penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan
suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka
panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan
antara lain untuk:

a. Mendukung Visi BPR : Untuk “Menjadi BPR besar yang sehat
dengan kualitas yang bagus dan efisien serta pelayanan
yang optimal”.

b. Mendukung Misi BPR :

* Menjadi BPR yang tangguh dalam bidang pelayanan “Micro
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Finance” kepada seluruh Masyarakat.

* Menjadi BPR yang tangguh dalam struktur keuangan dan
permodalan.

* Menjadi BPR yang tangguh dalam tata kelola yang baik
sesuai dengan prinsip “Prudential Banking”.

* Menjadi BPR yang tangguh dalam peran membangun
perekonomian kota Batam khususnya.

c. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham.

d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang
sehat, kompetitif untuk jangka panjang.

e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada
BPR.

f. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal
dan eksternal Bank, serta perundang-undangan yang berlaku.

g. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah
Bank kepada stakeholders.

h. Memperbaiki budaya kerjaBank.
i. Mengelolasumber daya Bank secaralebihamanah.

i. Mendorong dan mendukung perkembangan Bank.

3. Referensi

a. Peraturan OJK4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang
Penerapan Tata Kelola bagiBPR.

b. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang
Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR

c. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

d. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang
Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR

e. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang
Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR

f. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana
Bisnis BPR & BPRS.
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4. Komitmen Tata Kelola (Governance Commitment)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah direncanakan
dalam bentuk kebijakan tata kelola dan telah dilaksanakan oleh seluruh
jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan prinsip GCG dan
nilai-nilai yang dianut oleh BPR yakni: Passion (semangat), Reliable
(dapat diandalkan), Integrity (Integritas), Dynamic (dinamis) dan Excellent
(menjadi yang terbaik) merupakan dasar bagi governance commitment di
BPR Dana Nagoya. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk
pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya
manusia dan pelaksanaan code of conduct (Komitmen Integritas) serta
kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat
dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk
terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan
regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

5. Struktur Tata Kelola

Bank Perkreditan Dana Nagoya telah memiliki Governance
Structure yang memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik.
Komposisi, Jumlah, Kompetensi dan Korelasi Dewan Komisaris dan
Direksi sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha BPR Dana
Nagoya. Penunjukannnya telah sesuai dengan ketentuan dan diputuskan
melalui RUPS sebagaimana mestinya ; Governance Structure juga
diperkuat dengan pengangkatan beberapa Pejabat Eksekutif yang
pengangkatannya telah sesuai dengan kebutuhan BPR serta sesuai
dengan aturan yang berlaku serta didukung dengan kompetensi yang
sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggungjawabnya, memiliki pedoman
kerja tertulis sebagai landasan kerja dan berintegritas. Terdapat
pemisahan fungsi yang jelas antara satuan-satuan kerja tersebut dengan
unit kerja operasional dan unit kerja bisnis, sehingga dapat
melaksanakan fungsinya secara independen serta mencerminkan
pelaksanaan Tata kelola berupa “check balances” dan pelaksanaan
pengendalian internal efektif.

Selain kelengkapan kebijakan dan prosedur, aktivitas bisnis Bank
juga didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai yang
memudahkan semua karyawan mendapatkan data yang akuran, tepat
waktu dan memadai untuk pengambilan keputusan serta pelaporan
kepada kepada pihak terkait yang ditentukan sesuai peraturan Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Pemerintah
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lainnya yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan
aktivitas Bank.

6. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2019 disusun sesuai dengan :

e Peraturan OJK 4/POJK.03/2015tanggal 31 Maret 2015 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

e Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2019 terdiri dari :

a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat
kesehatan Bank dalam 1 tahun (2019)

b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR, meliputi 11 faktor:
1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI
2) PELAKSANAAN TUGAS DANTANGGUNGJAWABDEWAN KOMISARIS
3) KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE-

KOMITE

4) PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
5) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
6) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
7) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
8) PENERAPANMANAJEMENRISIKO&SISTEM PENGENDALIANINTERN
9) BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
10) RENCANA BISNIS BPR
11) TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

7. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2019
dikategorikan kedalam peringkat 2 (baik) dengan kesimpulan umum
yaitu : Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum BAIK,
tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

o Struktur Tata Kelola sudah lengkap dan sangat memadai.
« Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien
yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap.

e Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien
mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.
Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan

akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.
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BAGIAN 2:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi
membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang sahiam dan Dewan
Komisaris.

Pemegang Saham BPR yang HADIR dalam RUPS tahun 2019 adalah :

No Nama Jabatan
1 | KUI KIONG Pemegang
Saham
2 | KUl LIM Pemegang
Saham
3 | ANANTO Pemegang
Saham
4 | DARKON LATIEF Pemegang
Saham
S5 | EDDY Pemegang
Saham
6 | TONI KIE SE THONG Pemegang
Saham |

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

No Nama Jabatan Keterangan
1 | KUI KIONG Komisaris Utama - |
2 | DAVID OCTAREVIA Komisaris - |

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

No Nama Jabatan Keterangan
1 | SUADI WENATA Direktur Utama
2 | TONI KIE SETHONG Direktur Bisnis
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Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2019 dilaksanakan sebagai berikut:

N .
NO

Waktu

Kamis, 17 Januari 2019

Materi RUPS

1. Pengangkatan bapak Toni
Kiesethong sebagai Direktur
BPR Dana Nagoya serta
penyesuaian gaji

2. Remunerasi Pengurus BPR

3. Pembahasan Rencana Kerja
Tahun 2019

4. Pembelian Mobil Operasional
sebagai Aset BPR

Keputusan

Disetujui

Rabu, 31 Januari 2019

1. Laporan Kinerja Tahun 2018
2. Pembagian Devidend
3

. Pembagian Tantiem dan Bonus

Disetujui

Senin, 29 April 2019

1. Dewan Komisaris bertindak
independen

2. Mengenai penjualan aset
perusahaan berupa mobil
kantor operasional

3. Membeli asset AYDA yang tidak

ada KUMnya
4. Mengakui selisih gaji yang ada
daru BDD menjadi Biaya Gaji
5. Mengenai Surat Keputusan
Fasilitas Kesehatan Direksi &
Pejabat Eksekutif

Disetujui

Senin, 29 April 2019

Pembahasan mengenai
pengunduran diri [bu Nilawati
selaku Direktur yang
membawahkan fungsi Kepatuhan
sesuai surat pengunduran diri
Ibu Nilawati pada tanggal

23 April 2019.

Disetujui

Senin, 01 Juli 2019

1. Pembahasan mengenai masa

jabatan pengurus PT. BPR
Dana Nagoya yang jatuh tempo
bulan Juli 2019

2. Pembahasan mengenai calon

Direktur yang membawahkan
fungsi Kepatuhan sesuai POJK
No. 4 Tahun 2015

3. Dan lain-lain

Disetujui

Selasa, 17 Desember
2019

Penunjukkan KAP untuk audit
pembukuan periode tahun 2019

Disetujui

e it
A
i/
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4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan
nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan
terselenggaranya pelaksanaan prinsip- prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan
usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

a. Referensi Hukum

¢ UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

e Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan

dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

» Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan

dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan
Calon Anggota DewanKomisaris.
b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yarig

mengatur antara lain mengenai :

1) Latar Belakang

2) Dasar Hukum Pelaksanaan

3) Tugasdan Tanggung jawab Dewan Komisaris
4) Kewajiban Dewan Komisaris

5) Larangan

6) Etika

7) Waktu Kerja

8) Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Angqgota Dewan Komisaris
telah lengkap sesuai kententuan :
a. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua).

b. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi

sebagai berikut :
e KomisarisUtama : Kui Kiong
» Komisaris : David Oktarevia

c. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper test).

d. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki

G’
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hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau
hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen.

d. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

« Memastikan Terselenggaranya penerapan tata Kelola pada setiap
kegiatan usaha BPRdi seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

e« Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab Direksi sertamemberikan nasihat kepada Direksi.

e Dalam melaksanakan pengawasan sesuai tata tertib, Dewan
Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

e« Dalam melaksanakan pengawasan tata tertib, Dewan Komisaris
dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegitan
operasional BPR, kecuali terkait dengan ;

1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan
yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.
¢ Memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, Hasil
pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
otoritas lainnya.
« Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :

1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan dan perbankan ;dan/atau

2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan
kelangsungan usaha BPR ;

e. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan paling sedikit 1 kali
dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan dalam POJK
No.4/POJK.03/2015 pasal 35 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR,
sebagai berikut :

Rapat ke-1 pada hari Rabu, 6 Pebruari 2019, dengan materi rapat
adalah:

- Rencana Bisnis BPR;
- Isu-isu Strategis;

- Evaluasi/penetapan kebijakan strategis;

&)
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- Evaluasi Realisasi Bisnis BPR
Rapat ke-2 pada hari Kamis, 9 Mei 2019, dengan materi rapat adalah :
Rencana Bisnis BPR;
[su-isu Strategis;
Evaluasi/penetapan kebijakan strategis;
Evaluasi Realisasi Bisnis BPR

Rapat ke-3 pada hari Jum'at, 2 Agustus 2019, dengan materi rapat
adalah :

Rencana Bisnis BPR;

[su-isu Strategis;

Evaluasi/penetapan kebijakan strategis;
Evaluasi Realisasi Bisnis BPR

Rapat ke-4 pada hari Sabtu, 14 Nopember 2019, dengan materi rapat
adalah :

Rencana Bisnis BPR;

Isu-isu Strategis;

Evaluasi/penetapan kebijakan strategis;
Evaluasi Realisasi Bisnis BPR

5. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas ( UU PT ) menyebutkan bahwa Direksi adalah organ
perseroan /perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan persercan/perusahaan untuk kepentingan
perseroan/Perusahaan  sesuai dengan maksud dan  tujuan
perseroan/perusahaan serta mewakili perseroan/perusaahan baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar
perseroan/perusahaan.

a. Referensi Hukum

¢ Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

e Peraturan OJK No.27 /POJK.03 /2016 tentang Penilaian Kemampuan

dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

¢ Surat Edaran OJK No0.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan
Calon Anggota DewanKomisaris.

A
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h. Tata Tertib (Tatib) Direksi
Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur
antara lain mengenai :
1) Latar Belakang
2) Dasar Hukum Pelaksanaan
3) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi
4) Kewajiban Dewan Direksi
5) Larangan
6) Etika
7) Waktu Kerja
8) Penyelenggraan Rapat Dewan Direksi
¢. Jumlah, Komposisi. Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah
lengkap sesuai kententuan :
1. Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
e Direktur Utama : Suadi Wenata S.E

e Direktur : Toni Kiesethong S.H
d.  Tugas dan Tanggqungjawab Direksi

» BertanggungJawab penuhatas pelaksanaan kepengurusan BPR
e Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
« Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
1) Fungsi Audit Intern
2) Fungsi Manajemen Risiko, Apu ppt ; dan
3) Fungsi Kepatuhan
¢ Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja
atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan
Komisaris, Otoritasjasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
* Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang
memadai, antara lain denga adanya :
1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit
kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan

penunjang operasional; dan
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2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja

lain.

» Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai
peraturan perundang-undangan.

* Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang
kepegawaian kepada pegawai.

» Menyediakan data informasi yang akurat, Relevan, dan tepat
waktu kepada dewan komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan
untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan kompetensi operasional
dan sejumlah pengetahuan mendukung lainnya guna pelaksanaan tugas
dan tanggung-jawabnya sesuai dengan tuntutan industri perbankan
khususnya industri BPR. Training dan/atau seminar in- house yang telah
diikuti oleh Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Daftar Pelatihan Direksi

|

Nama

Jabatan

Nama Pelatihan

Suadi Wenata

Direktur
Utama

Analisa Kredit BPR sesuai
POJK 33/2018 KAP & PPAP
BPR

CV.Me

\
Dinamika |
|

Menyelesaikan Tunggakan
Kredit & NPL dengan 11
langkah

YAPINDO (Yayasan |
Perbarindo  Jawa |
Barat) |

Fungsi Kepatuhan dan
manajemen Risiko BPR

Tindakan Pidana Perbankan |
& Pertanggung jawaban
Pidana Direksi

\
Perbarindo ‘

Perbarindo

Toni
Kiesethong

Direktur

Penerapan & Pengkinian
Kualitas Aktiva Produktif,

Pembentukan

Perbarindo ‘

Teknik negosiasi & mediasi
penyelesian kredit
bermasalah

Perbarindo

RBB Semester 1[1/2019,
Kepatuhan,
manajemenRisiko & Audit
Internal

PPM Manajemen

"Digitalisas1 Pemberian dan

HSG Consulting |

Pengawasan Kredit dengan | Training |
target Zero NPL "
Rezim Gugatan Sederhana Perbarindo

&
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6. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
a. fungsi kepatuhan

¢ Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan BPR Dana Nagoya telah
menunjuk Ibu Nilawati sebagai Anggota Direktur yang
membawahkan fungsi kepatuhan tercatat administrasi oleh OJK
pada tanggal 13 Februari 2019. Namun pada tanggal 29 April 2019
dilakukan RUPS dengan agenda pembahasan mengenai
pegunduran diri Ibu Nilawati pada tanggal 23 April 2019.

 Dalam kondisi BPR sudah tidak mempunyai anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan BPR telah menunjuk Direktur
Utama BPR Dana Nagoya yaitu Bapak Suadi Wenata maka pada
tangal 1 Juli 2019 diadakan RUPS dengan agenda pembahasan
mengenai calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
sesuai POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Perkreditan Dana Nagoya.

o Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

o Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang
diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh
peraturan dan ketentuan yang berlaku.

e Direktur dan Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya
untuk memastikan Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap
sistem dan prosedur operasional (SOP), Peraturan OJK, peraturan
Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku lainnya.

« Rasio gaji tertinggi dan terendah :

a. rasiogaji pegawai yang tertinggi dan terendah =1:4,76
b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah =1:1,20
c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah =1:1,58
d. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi =1:1,30

¢ Jumlah penyimpangan internal (Internal Fraud)

Penyimpangan / kecurangan internal Bank yang dilakukan oleh para
pegawai, baik yang berkaitan dengan penempatan dana atau
penyalahgunaan kredit BPR Dana Nagoya selama tahun 2019 adalah
tidak ada / tidak pernah terjadi.

* Permasalahan Hukum
Sampai sejauh ini tidak ada permasalahan hukum yang berkaitan
penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

&’
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b. fungsi audit intemn

o Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif
Audit Internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik
dan efektif .

» Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP
Internal, Ketentuan, Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia
serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

¢ Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya Sesuai
dengan Jadwal Audit Plan yang disetujui oleh Direktur Utama.

e Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur
Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur
Kepatuhan.

e Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan

secara efektif dan efisien.
¢. Fungsi Audit Ekstern

e« Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan
secara Independen

e Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris mewakili
RUPS.

« KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan
mampu bekerja secara independen.

7. Penerapan Sistem Pengendalian Internal

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

e Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian
secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta
penerapan sistem pengendalian intern di Bank dalam menjalankan
kewajiban tersebut Komisarisdapat dibantu oleh Audit Internal.

¢ Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan
penerapan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Direksi,
antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi penerapan sistem
pengendalian intern, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi
atas pelaksanaan penerapan sistem pengendalianintern.

« Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan
manajemen yang diambil oleh Bank secara keseluruhan untuk
memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

G
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b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
e Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line)
yang memerlukan persetujuan Direksi.

* PT BPR Dana Nagoya sudah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan
perkreditan yang mengacu kepada POJK No.33/POJK.03/2018 pasal 32
ayat (2) tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan
Penghapusan Aset Produktif BPR.

e PT BPR Dana Nagoya sedang mempersiapkan Kebijakan Manajemen
Risiko sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap
Kebijakan Risiko yang baru terbit.

c. Kecukupan proses identifikasi, penqukuran, pemantauan dan
nengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

* Berpedoman pada POJK Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi BPR PT BPR Dana Nagoya saat ini sudah
melakukan penilaian atas 3 Profil Risiko (Risiko Kredit, Risiko Operasional
dan Risiko Kepatuhan) untuk periode semester 11 2019.

» BPR Dana Nagoya telah menerapkan manajemen risiko secara efektif
yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran, dan
kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada
persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

e Dengan adanya Laporan Profil Risiko (LPR), dapat dijadikan dasar
untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir
risiko.

d. sistem pengendalian intern
¢ Audit Internal telah menyampaikan berkaitan dengan Temuan secara
keseluruhan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Laporan.
¢« Bank akan menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris
selain melaporkan ke OJK.

8. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan
Penyediaan Dana Besar atau BMPK

BPR Dana Nagoya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur
mengenai batas maksimun pemberian kredit BPR.

Kebijakan tentang BMPK PT BPR Dana Nagoya telah mengacu pada

ketentuan dimana :

&7



Laporan Seif Assement dan Tata Keloka BPR Dana Nagoya 2019

a. Pinjaman pihak terkait yaitu Direksi dan Komisaris adalah
dihitung sebesar 10% dari modal inti BPR;

b. Pinjaman pihak ketiga lainnya atau debitur peminjam adalah
dihitung sebesar 20% dari modal inti BPR;

¢. Pinjaman pihak ketiga dalam bentuk satu grup adalah dihitung
sebesar 30% dari modal inti BPR;

d. Penempatan dana pada BPR lain adalah 20% dari modal inti BPR;

e. Penempatan dana pada BPR secara aktif ikut mengawasi
pelaksanaan BMPK, baik pelanggaran BMPK maupun pelampauan
BMPK;

Namun, ada terdapat pelampauan Batas Maksimum Pemberian
Kredit (BMPK) dalam bentuk penempatan dana pada BPR yang
disebabkan oleh jumlah modal inti BPR mengalami penurunan dibanding
bulan sebelumnya dimana jumlah modal inti posisi 28 Februari 2019,
atas pelampauan tersebut BPR Dana Nagoya telah menyelesaikan dan
telah disampaikan kepada OJK sesuai komitmen Bank.

Pada tanggal 7 Oktober 2019 BPR Dana Nagoya menyampaikan
pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR Dana
Nagoya dalam pemberian kredit, atas pelanggaran telah dilakukan
penyampaian penyelesaian pada tanggal 12 Nopember 2019, dimana
pada bulan Oktober 2019 BPR Dana Nagoya sudah tidak terjadi
pelanggaran lagi.

9. Rencana Bisnis Bank Perkreditan Dana Nagoya

BPR telah menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan menyampaikan rencana
bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada
ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

Beberapa poin penting dalam penyusunan RBB BPR adalah sebagai berikut :

a. Analisa makro ekonomi dan industri BPR dalam menentukan besaran
rencana bisnis yang akan dijalankan pada tahun mendatang;

b. Asumsi-asumsi keuangan yang digunakan antara lain tingkat
pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, LPS, besaran pasar, dan
kekuatan serta kelemahan guna mengantisipasi berbagai ancaman
serta meraih beberapa peluang penting lainnya untuk rencana kera
tahun depan;

T FZE
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c. Rasio-rasio yang dikehendaki dalam ukuran BPR yang sehat dan kuat,
seperti rasio Cash Ratio, CAR, LDR, NPL, ROA dan ROE.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan
SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan tentang
Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen

sesuai ketentuan OJK.

4. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan
Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

5. PT BPR Dana Nagoya menyampaikan laporan GCG kepada Dewan
Komisaris.
6. Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat

diakses di website resmi PT BPR Dana Nagoya di alamat
https:/ /www.dananagova.com;

11. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan
o Komisaris Utama PT BPR Dana Nagoya tidak memiliki hubungan

keuangan dengan Pemegang Saham Bank.

* Anggota Dewan Komisaris PT BPR Dana Nagoya, merupakan komisaris
yang independen karena tidak memiliki hubungan keuangan dengan
Dewan Komisaris lainnya termasuk direksi.

o Seluruh anggota Direksi PT BPR Dana Nagoya tidak memiliki hubungan
keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau
pinjaman dari Pemegang Saham Bank.

b. Hubungan Keluarga
Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Dana Nagoya tidak memiliki
hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.

.
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Hubungan Keluarga dgn Hubungan Keuangan dgn
o : o < o -

Dekom| Direksi PSP Dekom | Direksi | PSP

Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya

Kui Kiong Komisaris v N v
Utama
I David;(&areﬁvia_, - Komisaris \l o \I | \[ \] ‘J | j '
Suadi Wenata Direktur v N v | v v
Utama l
| Toni Kiesethong | Direktur | v v v v | [V ] v

12. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate
Governance.

Berdasarkan hasil Seif Assessment pelaksanaan GCG PT BPR Dana Nagoya periode
Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1.81dengan prediksi Baik.

b. Peringkat masing-masing per Faktor adalah: 1.81.

Peringkat Nilai

Aspek yang Dinilai Bobot

Pelaksanaan tugasdan tanggung

1 | jawab Direksi 20% 1,51 | 0,30
Pelaksanaan tugas dan tanggung '

2 | jawab Dewan Komisaris 15.00% | 1,88 | 0,28
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas

3 | atau fungsi Komite 0 % o | 0
- Penanganan Benturan Kepentingan | 10.00% | 2,00 | 0,20
5 Penerapan fungsi kepatuhan BPR 10.00% | 2,25 0,22
6

7

Penerapan fungsi audit intern 10.00% | 2,00 0,20
Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2.50% 1,30 0,03
Penerapan manajemenrisiko |

8 | termasuk sistem pengendalian 10% 235 | 022
intern*)

9 Batas maksimum pemberian kredit 7.50% 1,55 | 0,12

10 | Rencana bisnis BPR 7.50% 1,57 | 0,12
Transparansi kondisi keuangan dan i

11 non keuangan’ serta pelaporan 7.50% 1,45 0,1 1
internal
Nilai Komposit 100.00% 1.81
Prediksi Komposit Baik |
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c. Kekuatan Pelaksanaan GCG
¢ Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan

Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
efektif.
o Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern
akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.
Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate.

Demikian laporan ini disampaikan, agar dapat dimaklumi, kami ucapkan
terima kasih.

Batam, 26 Juni 2020
PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya

. ’d
Suadi Wenata
Komisaris Utama Direktur Utama




Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR
Nama BPR PT BPR Dana Nagoya
Alamat BPR [k

Posisi Laporan

31 Desember 2019

.Komplek Ruko Nagoya New Town Blok F No.1-2

Modal Inti BPR  Rp 18.435,654,906
Total Aset BPR ~ Rp229,167,560,708 N
B:)goi Faktor BPR

B




sebagai Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua)
orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak
sebagat Direktur yang membawahkan fungs:
kepatuhan.

? Kriteria/Indikator S 2 Keterangan
T | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direkst

A STrukTur dun TarasTrakiur Taln Kelols (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit RpSOM: t i jumlah Dircks: sudah ada 2 orang
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) salah satu direksi dalam proses
orang, dan salsh satu anggota Direksi bertindak Anggota Disektur yang

e wahkan fungsi kepatuhan

2) |Seluruh anggota Direksi bertempat tnggal di Semua Direksi berada di Propinsi yang
kota/kabupaten yang sama, atau Kota/kabupaten| sama yaitu di Kabupaten/Kota Batam
yaug betbeds pada proviusi yaug seus, alau| ¥ yauy berdehatun dengin Katdor Posal
kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.

3) |Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Anggota Direksi tidak merangkap
Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga| ¥ jabatan di Perusahaan maupun di
lain  (partmi  politikk  atau  organisasi perusahaan maupun lembaga lain,
kemasyarakatan). dibuktikan dengan surat keetrangan

tidak merangkap jabatan Direksi.

4) |Mayontss anggota Direksi tdak memliki Anggota Direks: tidak terdapat
hubungan keluarga atau semends sampai dengan| ¥ hubungan keluarga atau semenda
derajat kedua dengan sesama anggota Direksi sampai derajat kedua dengan Direks:
dan/atau A lainnya atau Dewan
anggota Dewan Komisanis Komisans

5) |Direksi  tidak  menggunakan  penasihat Direksi tidak menggunakan penasihat
perorangan dan/atau penyedia jasa profesional karena fungsi dan peran Dewan
sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan Komisaris saluh satunya adalah
vaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang penasihat Direks:.
dan sis1 karaktenistik proyeknya membutuhkan
adanya konsultan. telah didasani oleh kontrak| +
yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung)
jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka
waktu pekerjaan, serta biaya, dan perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak
mmdependen vang memiliki kualifikasi untuk
proyek yang bersifat khusus dimaksud.

6) |Seluruh anggota Direks) telah lulus Ui Seluruh Anggota Direksi Telah Lulus
Kemampuan dan Kepatutan dan telsh diangkat] Uji Kemampuan dan Kepatutan dan
melalm RUPS termasuk perpanjangan masa y Telah diangkat Melalum RUPS sesuai
jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS persetujuan OJK.
sebelum berakhir masa

Jawaban pa enerapan axT|bxIlex3|dxd[ex>
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 5 2 0 0 0
uniuk se! enerapan 7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.17
pertanyaan (S): 6
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.58

Tata Kelola (S): 50%




[T ugas anggung Jaw

B Proses Pencrapan Tale Kelola (P)

7) |Dircksi melaksanakan tugas dan tangg Tidak ada kuasa sama sekali, kecuali
jawabnya secara independen dan  tidak jika Direktur Utama berhalangan
memberikan  kuasa umum  yang  dapat v karena sedang tugas kantor di luar
mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Batam, maka kuasa diberikan kepada
tanpa batas. Direktur lainnya bersifat sementara dan

terbatas,

8) |Direksi menindaklanjuti  temuan audit dan Semua temuan Audit Internal, Audit
rekomendas:  dan Pejabat  Eksekutif  vang Eksternal, OJK dan Otoritas lainnya
ditunjuk scbagai auditor intern, auditor ekstern, v selalu ditindak lanjuti untuk dilakukan
dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan perbaikan, namun ada panangguhan
dan/atau hasi penyampaian komitmen kepada OJK
pengawasan otoritas lain. dan telah diselesaikan.

9) |Direksi menyediakan daw dan informasi yang Direksi selaiu menyediakan daa dan
lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada | mformasi yang akurat, lengkap, dan
Dewan Komisaris. terkini sesuai kebutuhan Dewan

Komisarns.

10) |Pengambilan keputusan rapat Direksi yang Hal-hal yang bersifat strategis di
bersifat  strategis  dilakukan  berdasarkan musyawarahkan dan selalu sepakat
musvawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai k
ketentuan vang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan
pendapat.

11) |Direksi  tidak  menggunakan BPR  untuk Prinsipnya tidak ada kepentingan
kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak pribadi yang dilaksankan.
laln yang dapat merugiken atau  mengurangi J
keuntungan BPR., serta tidak mengambil
dan/atau  menerima keuntungan pribadi dan
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya
yang ditetapkan RUPS,

12) |Anggota Direksi membudayakan pembelajaran Anggota Direksi cukup membudayakan
secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pembelajaran untuk direksi maupun
pengetahuan tentang perbankan dan karyawan, melaksankan pengembangan
perkembangan  terkini terkait bidang N SDM sesum dengan ketentuan 5%
keuangsn/lamnya yang mendukung pelaksanaan biaya pelatihan untuk dipergunakan
tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh sebagai biaya pelatihan dan
tingkalan atau jenjang organisasi antara lamn pengembangan SDM
dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR
dalam  pendidikan/pelatihan  dalam  rangks
pengembangan kualitas individu.

13) |Anggota Direksi mampu mengimplementasikan: Direksi cukup mampu
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan mengimplementasikan kompetensi
tugas dan tanggung jawsabnys, antara lmn P yang dimilikinya dalam pelaksanaan
pemahaman aws kelentuan mengenai prinsip) : tugas dan tanggung jawabnya untuk
kehati- hatian. menjalankan prinsip kehati-hatsn.

14) |Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman Direksi telah memiliki pedoman Tata
dan tam tertib kerja anggota Direksi vang paling’ y Tertib Kerja sesum dengan POJK yang
sedikit mencantumkan etika kerju, waktu kerja| berlaku
dan peraturan rapat.

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan axI|bxZ|cx3|dxd|exd
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 2 0] 3 0 0

uniuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungun rata-rata dengan dibagi jumlah 1.875
pertanyaan (S): 8
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.75
Tata Kelola (S): 40%




| Eﬁ
N Kritera/Indikator B U SanfE ) 1k g Keterangan
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

T il Penerupun Talw Kelola H)

15) |Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan| Direksi telah mempertanggung
tugasnya kepada pemegang saham melalui N jawabkan pelaksanaan tugasnya
RUPS. melalui RUPS vang diselenggarakan

setiap tuhun

16) |Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh Direksi telah menyusun kebijakan
pegawai mengenal kebijakan strategis BPR di strategi terkait kepegawaian.
bidang kepegawaian. v

17) |Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah) Risalah Rapat sudah dibuat dan sudah
rapat dan didokumentasikan dengan baik, ; didokumentasikan dengan baik.
termasuk pengungkapan secara jelas dissenting| \
opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta
dibagikan kepada

duroh Direksi

18) |Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, Terdapat peningkatan kompetensi
dan kemampuan anggota Direksi dan selurub : Direksi dan karyawan dan berpengaruh
pegawai  dalam  pengelolaan BPR  vang R cukup baik terhadap peningkatan
ditunjukkan antara lain dengan pemingkatan kinerju.
kinerje BPR, penyelesaian permasalahan yang
dihadapi BPR. dan pencapaian hasil sesuai
ekspektasi stakeholders.

19) |Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata v Direksi telah menyampaikan laporan
Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi v Tata Kelola kepada OJK tetapi belum
BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau dipublikasikan kepada asosiasi dan
majalah  ekonomi  dan  keuangan  sesuai media massa.
ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax T[bxZ[ex3[dxd[exs|
PH:;;IH perkalian untuk masing-masing Skala 1 8 0 0 0
Tam%m'ﬁk sefuruh Skala Penerapan )
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.8
pertanyaan (S). 5

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.18
Tata Kelola (S): 10%

Penjumlahan S +P+H 151
;:‘k:lor Pnl:mlamn Faktor 1 Dikalikan dengan bobot 0.30




Kriteri/Indikato T B TTE Keterangan
ﬂm‘l’_ﬁ"l’_rlw = £ 1= 2

Komisaris viibaiahia i -

A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah Dewan Komisans saat i
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 sebanyak 3 sudah sesuai Ketentuan POJK
(tiga) orang. v =
BPR dengan modal inti kurang dari RpS0 M:

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2
(dua) orang.

2)  |Jumlah anggots Dewan Komisaris tidak melampaui Jumluh anggota Dewan Komisaris sama

jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. v dengan jumlah anggota direks: (Jumlah
0f W
JAni ta De u; komisars tidak melampui

3) |Seluruh anggota Dewan Komisanis teleh lulus Uji Setiap perpanjangan jabatan Dewan
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat Komisaris dilalakukan RUPS untuk
melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang J pengangkatan S (lima) tahun ke depan.
masa jabatan anggota Dewan Komisans, RUPS
anggota Dewan Komisans dilakukan sebelum
berakhirnya
masa jabatan.

4) |Paling sedikit | (satu) anggota Dewan Komisaris Salah satu Dewan Komisaris berdomisili
bertempat tinggal di provinsi yang samas atau di . di Provinsi Kepulauan Riau
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan 3
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR

5) |BPR memiliki Komisaris Independen: Saat ini BPR sudah memiliki Komisaris
s+ Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Indepeden sesum POJK vang berlaku
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh  milvar
rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari 4
jumlah anggota Dewan Komisans adalah Komi
[ndependen.

b Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp350.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
pulub milyar rupiah), paling sedikit satu angg
Dewan  Komisaris  merupakan  Komisari
Independen.

6) |Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib| Dewan Komisaris telah memiliki
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, v pedoman dan tata tertib kerja, dan sudah
dan rapat. dilaksanakan sepenuhnya sesum dengan

POJK 4/POJK.3/2015.

7) |Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan|
anggots Dewan Komisaris pada lebth dan 2 (dua) ) lebih dan 2 (dun) BPR maupun Bank lain.
BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi ata B
bq&dgkmif pada BPR, BPRS dan/atau Bank

8)  [Mayoritas anggols Dewan Komisaris tidak memiliki . Dewan Komisans tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan X hubunguan keluarga atau semenda sampai
dermjat kedua dengan sesama anggota Dewan dengan derajut kedua dengan anggota
Komisans atau Direksi. komisaris

9) |Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang Komisaris Independen tidak mempunyai
memiliki - hubungan  keuangan, kepengurusan, ) hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga ¥ kepemilikan saham dengan anggota
dengan anggots Dewan Komisaris lain, Direksi komisans yang lainnya maupun direksi
dan/atay  pemegang saham  pengendali  ata
hubungan lain  yang dapat  mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.

TJumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1|bx2|cx3|dxd|ex>

untuk seluruh Skala Penerapan 15
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.67
pertanyaan (S): 9
glck!:lhn dgggnmbobol Struktur dan Infrastruktur Tata 0.83
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W T8 Keterangan

Pelaksanaan = = - 5]

2 [ Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

"B Proses Pencrapan Tata Kelola (P)

10) |Dewsn Komisaris telah melaksanakan penga Dewan Komisaris telah melaksanakan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap tugas dan tanggung
memberikan nasihat kepsda Dircksi, antara lain | ljawab dircksi bahkan terkadang memberikan
pemberian rekomendasi atau nasihal tertulis terkait naschat yang dilakukan dengan mengadakan
dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip rapat bulunan.
kehati-hatian,

1) |Daiam rangka melakukan rugas pengawasan, Komisans v Dewan komisans ieiah mengarabian,
mengamhkan, memantay  dan mengevaluasi memantay, dan mengevaluasi pelaksanaan
pelaksanaan kebyakan strategis BPR. Kebyjakan Strategis pada saat rapat

12) |Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan Dewnn komisaris tidak pernah ikut serta
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal dalam pengambilan keputusan operasional
penyedisan dana kepada pihak terkait scbagaimana baik funding maupun lending. namun
diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum J pelaksannan dan pengawasan dalsm tanggung
pembenan kredit BPR dan hai-hai lan yang diretapkan | jawabnya temp dilaksanakan.
dalam  peraturan  perundangan  dalam  rangka
melaksanakan fungsi pengawasan.

13) |Dewan Komisaris memastikan bahwa  Direksi v Dewan komisaris selalu melakukan
menindaklanjuti temuan audit intern, sudit ckstern, monitoring terhadap temuan sodit baik mtem
hasil pengawasan Otoritas Jasa Kenangan. dan/stau maupun ckstern.
hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan
memints Direksi uniuk menyumpuikan dokumen busii
tindak lanjut temuan.

14) |Dewan Komisaris menyedinkan waktu yang cukup) Dewan Komisaris selalu menyediakan wakiu
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya vang cukup untuk meclaksanakan tugas dan
secars optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan y tanggung jawabnyva dengan mengadakan
Komisans paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan s rapat paling sedikit | (satu) kali dalam 3
yang dihadin oleh seluruh anggots Dewan Komisaris, (tiga) bulan dihadini oleh selurub dibadini

oleh selurub anggots komisans.
15) |Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisans yang Pengambilan keputusan rapat dewan
bersifat  strategis  teluh  dilakukan  berdasarkan komisaris yang bersifat strategis selalu
musyawareh mufakat atau suara terbanyak dalam hal ' dilakukan musyawarah mufakat
tidak tercapai musyawarah mufakat, atay  sesumi| v
ketentuan  yang  berlaku  dengan  mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
16) |Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Anggota Dewan komisaris tidak
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain memanfaatkan BPR untuk kepentingan
vang merugikan atay mengurangi keuntungan BPR, v pribadi, keluarga dan/atau pihak lain vang
serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan merugikan atau mengurangi keuntungan dani
pribadi dan BPR, sclam remunerasi dan fasilitas) BPR.
lainnya yang ditetapkan RUPS.
17) |Anggots Dewan Komisaris melakukan pemantauan Anggota Dewan Komisans Telah melakukan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemantauan pelaksanaan tugas anggota
anggota Direksi vang membawahkan fungsi kepatuban v direksi yang membawahkan fungsi
yang memerlukan tindak lanjut Direksi kepatuhan, dan BPR Dana Nagova
mengajukan | (satu) orang anggota Dircksi
Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di
twhun 2019,

Jumlah jawaban pada Skaln Pencrapan bx2|[cx3 [dxd | exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 13 3 0 0

untuk seluruh Skala Penerapan 17

Pertutungan mts-rata dengan dibagy jumiah 213

pertanyaan (S). 8

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tuta 085

Kelola (S): 40%

Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18) |Hasil mpat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Hasil rapat dewan komisaris sudah
mpat dan didokumentasikan dengan buk dan jelax dituangkan dalam risalah rapat dan teluh
termasuk dissenting opintons yang terjadi jika v didokumentasikan.
perbedaan pendapat, serta dibagikan kepuda selurub
anggots Dewsn Komisaris.

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan bx2|cx3 |dxd | ex3
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 2 0 0 0
!;'ﬁ%ﬁ untuk seluruh Skala Penerapan 2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlinh

pertanyaan (S): 1 a
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 020
Kelola (S): 10%

Penjumishan S+ P+ H TE8
Total Pemlmian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot 0.28

Faktor 2




Kriteria/Indikator

Kelengkapan dan Pelaloanaan Tugas atau Fungst

Al Strukfur dan Infrastrukiur Tafa Kelola (S)

1)

BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko dengan anggots Komite sesuai
tuan.

Jjawaban pada Skala Penerapan

ax |

bxZ

cx3

dx4

(]

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

nilai unfuk seluruli Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
yaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 50%
Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi audit intern.

3)

Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi
terhadap penerapan fungsi manajemen risiko

4)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite!
vang dibentuk menjalankan tugasnya secara
efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman
dan tata tertib kerja.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bxZ

cx3d

dx4d

exd

pH:‘:il perkalian untuk masing-masing Skala

era
Tfﬁlﬁ untuk sefuruf Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 40%

.

rapan Tafa Kelola (H)

Komite memberikan rekomendasi  terkait
penerapan audit intern dan fungsi manajemen
nsiko kepada Dewan Komisans untuk tindak
lanjut kepada Direksi BPR.

umlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

cX3

dx

exd

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

nilay untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): |

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 10%

0.00

Penjumlahan S+ P + H

0.00

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot

Faktor 3

0.00

T A



Kriteria/Indikator B [ CB | “TH |
: : ] . N | . T Keterangan
Benfuran Kepeniingan

Al "

1) |BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Telah diatur dalam kode etik kerja baik
penyelesaian mengenat  benturan kepent ‘ Direksi maupun Dewan Komisaris.
vang mengikal setiap pengurus dan pegawai b
BPR termasuk administrasi, dokumentas:

n benturan kepentingan dimaksud
Jjawa Skitla Penerapan axT{bxZfex3[dxd[exd
PH::iln perkahian untuk masing-masing Skala 0 2 0 0 0
otal miar untuk seluruh Skala Pencrapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2.00
pertanvaan (S): 1 )
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 1.00
Tata Kelola (S): 50%
Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Anggota Dewan Komisans, direksi dan
Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat J pejabat eksekutif tidak pernal
Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengambil tindakan yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, merugikan atau mengurangi
atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki keuntungan BPR, yang bisa
benturan kepentingan tersebut. mengakibatkan benturan kepentingan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1|bxZ[cx3[dxd[exs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 1 0 0 0
;omi mial untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibags jumlsh 2.00

nyaan (S): 1 :
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.80
Tata Kelola (S): 40%

< rapan Tata Kelola (H)

3) |Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR selalu memperhatikan hal-hal
BPR atau mengurangi keuntungan BPR : terkait penghimpunan dan penyaluran
diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah \ dana yang berpotensi menjadi benturan
terdokumentasi dengan baik. kepentingan, kondisi tersebut akan

dilakukan dokumentas: dengan baik

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan axl|bxZjcx3|dxd[exD
Pl-l:gi pcd:han untuk masing-masing Skala 0 2 0 0 0

milan untuk seluruh Skala Pencrapan pJ
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pcmnvng:n(S): 1 & =
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 2.00
Tata Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P + H 200
Total P:nilninn Faktor 4 Dikalikan dengan bobot 0.20

Faktor

N
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Keterangan

U]

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling
sedikit untuk:

a tidak merangkap sebagai Direktur Utama:

b tidak membawahkan bidang

operasional penghimpunan dan

penyaluran dana; dan

« mampu bekerja secara independen. |

BPR dengan modal inti Kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupinh): Anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran
dana

BPR telah mengajukan Direksi Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan
yang tidak mengangani penyaluran
dana.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan|
lain yang berkaitan dengan perbankan

BPR belum memiliki Direks: Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan
dimana masih diajukan Direktur yang
memahami peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan Perundang-undangan

3)

BPR dengan modal  inti paling
sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan
dilakukan dengan membentuk satuan kerja
kepatuhan yang independen terhadap satuan
kerja atau fungsi operasional. BPR dengan
modal inti Kurang dari RpS0.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan
fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk
Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau
fungsi operasional.

Sudah ada Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi Kepatuhan

4)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif
yang menangan fungsi Kepatuhan menyusun
dan/atauy mengkinikan pedoman kerja, sistem,
dan prosedur kepatuhan,

Saat im sedang dalam proses
penyusunan dan pengkinian pedoman
kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

“menlng;m’ fungsi kepatuhan.

BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan
kerja kepatuhan atau Pejabat Eksckutif vang

BPR sudah mempunyai ketentuan
mntern mengenai tugas, wewenang dan
tanggung jawab bag: pejabat eksekutif’
yang menangani fungsi: kepatuhan

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan

ax]

bx2Z

cx3

dx4

exd

Hasil perkalian untuk masmg-masing Skala

Penera
ola 1 untuk sefuruh SKala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 5

2.20

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 50%

1.10




|
ﬂ , 2 S i T i i -
Penerapan Fungsi Kepatuhan
|1k Troscs Penerapan Tata Relola (1)

6) |Anggota Dircksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR sudah menctapkan langkah-langkah
menetspkan langkah-langkah yang diperlukan untuk yang diperlukan untuk memastikan BPR telah
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan memenuhi seluruh peraturan OJK dan
Otoritas Jass Keuangan dun peraturan perundang- peraturan Perundang-undangan yang lain
undangan lamn termasuk penyampaian laporan kepada termasuk pelaporannya. terkant dengan
Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. laporan kepada OJK telah dilakukan oleh

Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

7) |Anggota Dircksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Untuk mendorong terciptanya budaya
melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya b kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan
kepatuhan BPR antara lam melalui sosialisasi dan latihan setinp adanya bahan
pelatihan ketentuan terkini. Peraturan sudan ‘i‘ﬂ'ﬂm“

8) |Anggota Dircksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR telah mengajukan kembali Dircksi yang
memantau  dan menjaga kepatuhan BPR  terhadap membawahkan Fungs: kepatuhan, Direkiur
scluruh  komitmen yang dibust oleh BPR kepada J Utama dan PE Kepatuhan memantau dan
Otonmas Jasa Kevangan termasuk melakukan undakan menjaga kepatuhan BPR rernndap selurub
pencegahan  apabila  terdapat  kebijukan dan‘stau komitmen yang dibuat BPR kepada OJK
keputusan  Dirckst BPR  yung menyimpang dan termasuk tindakan pencegahan apabila ada
ketentuan  Otoritas  Jasn Keuangan dan  peraturan keputusan Dircksi yang menyimpang dari
perundang-undangan. aturan OJK.

9) |Satuan kemja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang Pejabat Eksckutif yang menangan: fungs:
menangam  fungsi  kepatuhan memastikan  bahwa , kepatuhan secara bertahap mengevaluasi
seluruh kehijakan, ketentuan, sistem. dan prosedur. g kebiiakan. ketentuan. sistem dan prosedur
serta kegintan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai| serta kegiatan usaha vang dilakukan BPR
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan telah sesuni dengan ketentuan OJK yang
perundang-undangan. berluku.

10) |Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksckutif vang Pejubat Eksckutif yang menangani fungsi
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atay ‘ kepatuhan secara bertahap melakukan
merckomendasikan pengkinian dan penyempumaan \ inian dan penyempumaan kebijakan,
kebijakan, ketentuan, sistem muupun prosedur yang ctentuan, sistem dan prosedur yang dimiliky
dimiliki oleh BPR agar sesum dengan ketentuan PR agar sesuai dengan ketentuan OJK yang
Otoritas  Jasn Keuangan dan peraturan perundang- ku
undangan saat ini.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl |[bx2|cx3|dxd | ex3

:){nil perkalian untuk masing-masing Skala 0 ] 3 0 0
Tﬁ untuk scluruh Skala Pencrapan 1T
Perfutungan rats-rata dengan dibag: jumiah 220
pertanyaan (S): §

Kelola (S): 40%

T Hasil Pencrspan Tata Kelola ()

11) |BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap BPR selalu berupaya tidak melakukan
ketentuan v pelanggaran dan menurunkan tingkat

pelanggaran

12) |Anggots Divcksi yang mcmbawahikan fingsi kopatuhan: DPR belam memiliki Dircksi Yang
menyampaikan laporan pelaksanaan tuges dan tanggung| Membawahkan Fungsi Kepatuhan dimana
jawab secama berkala kepada Direktur Utama dengan 3 laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
tembusan kepada Dewan Konmusaris. Dalum hal anggota jawab dilakukan olch Pejabar Eksekutif
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Kepatuhan,

Dircktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan

13} |Anggota  Direksi  yang  membhawnhkan  Fungsi RPR helum memiliki Direksi Yang
Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Membawahkan Fungsi Kepamhan dimana
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau laporan khusus ke OJK apabila ada akan
keputusan Dircksi yang menyimpang dan peraturan g dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan,
Otoritas Jasa Keuangan dan/atsy peraturan perundang-
undangan lamn. sesumi  ketenwan Otoritas  Jasa
Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan ax] |bx2|cx3 |dxd | ex3
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 2 6 0 0

milai untuk selurul Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

Faktor §

pertanvaan (S): 3 -
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 027
Kelola (S). 10%

1y ‘P H 225
Total Pemlnian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot 022
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1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Saat ini BPR telah memiliki Pejabat
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):| ¥ Eksekutif vang bertanggung jawab
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern(SKAI). terhadap pelaksanaan fungsi audit.
BPR dengan  modal inti  Kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif vang bertanggung
Juwab terhadap pelaksanaan fungsi auditintern.

2) |SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung Saat ini BPR sndah memiliki pedoman
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah kerja, sistem dan prosedur pelaksanaan
memiliki dan mengkmikan pedoman kerja serta J tugas audit internal
sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi
auditor intem sesuai peraturan perundang-undangan
dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan
Romisari

3) |SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung Pejabat Fksekutif Audit Internal telah
jawab terhadap pelaksansan fungsi audit intern Y melakukan pelaksanaan fungsi audit
independen terhadap satuan kerja operasional N internal terhadap satuan kerja operasional.
(satuan kenja terknit dengan penghimpunan dan
penyaluran dana).

4) |SKAI atau Pejabat Eksekutif vang bertanggung Pejabat Eksekutif Audit Intemal selalu
jawab terhadup pelaksansan fungsi audit intern N memberikan lsporan pertanggung
bertanggung jawab langsung kepada Dircktur jawaban kepada Direktur Utama dan
Utama. Dewan Komisanis.

5) |BPR memiliki program rekrutmen dan Saat ini SDM yang menangani fungs: audit|
pengembangan sumber daya manusia yang v internal sudah dilakukan pengembangan
melaksanakan fungsi audit intern. kemampuan SDM.

Ja enerapan axl|bx2|cxJ|dxT|exD
untuk seTuruh Skala Pencrapan 0
nmyn( gl)hs-mtn dengan dibagi j 2.00
Dikali dm_gasx‘;’tzobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.00
=] S). o .

6) |BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan Fungsi Audit Intern telsh sesum
ketentuan pedoman audit intern vang telah disusun : dengan pedoman audit intem yang
oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan : disusun oleh BPR
vang secara langsung diperkirnkan  dapat
mempengaruhi kepentingan BPR dan masyamkat.

7) |BPR dengan modal inti paling sedikit Modal inti BPR Dana Nagoya belum
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan milyar rupiah)
kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) J
tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan
fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta
perbaikan yang mungkin dilakukan.

%) |Pelaksanasn fungsi sudit intem (kegistan audit) Pejabat Eksekutif Audit Inetrnal telah
dilaksanakan secara memadai dan independen yang ‘ elaksanakan secara memadm dan
mencakup persiapan audit, penyusunan program e i yang mencakup persispan
audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan udit, penyusunan program audit,
tindak lanjut hasil audit audit, pelaporan sudit dan

lanjut hasil audit.

9) |BPR melaksanakan peningkatan mutu keternmpilan SDM vang menjalankan fungs: sudit
sumber days manusia  secara  berkala dan v cukup dibent kesempatan untuk mengikuti
berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit berbagai pendidikan dan pelatihan.

Jawaban pada Skala Penerapan ax1|bxZ[cx3|dxd[ex?
Tﬁ uniuk seluruh Skala Penerapan 8
i rata-rata dengan dibagi jumlah 2.00
yaan (S): 4
gg:hhdgiigsg’?bol Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80

-
e




No Kriteria/Indikator LA Bk E LAk E Keterangan
6 pan Fungsi Audif Infern

o, - : s

10) |SKALI atau Pejabat Eksekutif yang Laporan pelaksanaan audit intern telah
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern : dilaporkan kepada direktur utama dan
telsh menyampaikan laporan peloksanaan audit Y dewan komisaris, namun karena
mtern  kepada Direktur Utama dan Dewan: Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Komisans dengan tembusan kepada uanggota Kepatuhan belum ada, maka
Direks: vang membawahkan fungs: Kepatuhan. ditembuskan ke Pejabat Eksekutif

Kepatuhan.

I1) |BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan| BPR telah menyampaikan hasil audit
dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan - internal sesuai dengan ketentuan OJK.
khusus (apabila ada penyimpangan) kepada -

Otoritas  Jasa  Keuangan sesuai ketcmunnT
Otoritas Jasa Keuangan.

12) [BPR dengan modal inti  paling sedikit Modal inti BPR Dana Nagoya belum
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh
rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji v milyar rupiah).
ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

13) |BPR dengan modal inti  paling sedikit BPR telah mempunyai laporan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar pengangkatan Pejabat eksekutif yang
rupiah): BPR menyampaikan laporan v bertanggung jawab terhadap
pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI pelaksanaan fungsi sudit intern dan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuni ketentuan telah dilaporkan serta mendapat
Otonitas Jasa Keuangan. persetujuan OJK.

BPR dengan modal inti Kurang dari
RpS0.000.000,000,00 (lima puluh milyar
rupiah): BPR menyampaikan laporan
pengangkatan atau pemberhentian Pejabat
Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan fungsi audil intern kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keunangan.
Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan axI|bx2|cxJ|dxd|ex>
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 8 0 0 0
0 ai untuk selurul Skala Penerapan ¥
m:n‘gn( st;!n;mla dengan dibagt jumlah 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.20
Tata Kelols (8): 10%
enjumlahan S + P+ H Z00
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot 0.20

Faktor




N

Pencrapan Fungst Audif Ekiern
Al

1

Keterangan

D

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-|
aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup)
audit, standar profesional akuntan pubhk,

komumkasi antara  Otoritas  Jusa Kmn::l
dengan KAP dimaksud.

Penugasan akuntan publik dan KAP
telah sesuai dengan ketentuan POJK.

Jumlah jawaban pada SKala Péncrapan

ax|

bxZ

cx3

dx4

€xd

Hasil perkahan untuk masing-masing Skala
Penerapan

milar untuk seluruh Skala Penerapan

I

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): |

1.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Taw Kelola (S): 50%

0.50

Toses rapan Py

2)

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangmr
BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP
vang terdafiar di Otoritas Jasa Keuangan serta
memperoleh persetujuan  RUPS  berdasarkan|
usulan Dewan Komisans.

KAP yang ditunjuk oleh Dewan
Komisarnis untuk melakukan audit
laporan keuangan BPR wlah terdaitar
di OJK.

3)

BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan
Management Letter kepada Otoritas Jasa
Ki

BPR teleh melaporkan hasil audit KAP
dan management letter kepada OJK.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax T

xZ

cxX

dax4

ex)

%il perkalian untuk masing-masing Skala

mg{c_.g
otal nilar untuk seluruh SKala Penerapan

3

Perhitungan rata-rata dengan dibag: jumlah
pertanvaan (S): 2

1.50

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur
Tata Kelola (S): 40%

0.60

rapan Tata Kelola (H)

4)

menggambarkan pormasalashan  BPR
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR
oleh KAP yang ditunjuk.

Hasil audit dan Management Letter le;::’

Hasil audit dan management letter
cukup memberikan gambaran
permasalahan di BPR.

3)

Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan
ruang hingkup audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Audit telah sesuai dengan
ketentuan POJE.

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan

axl

bx2Z

cx3J

dx4

ex)d

gnil perkalian untuk masing-masing Skala
en

o 1 untuk sefuruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur
Tata Kelola (S): 10%

0.20

enjumlahan S+P+H

1.30

Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot
Faktor 7

0.03
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Al

Pencrapan Manajemen Risiko fermasuk Sistem
~STrukTur da TaTFaTruKIur Tl Kella [S)

Kriteria/Indikator

13

Keterangan

1))

BPR dengan modal inti paling sediki
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah): BPR telash membentuk Komite
Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen
Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh m
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00
(delapan puluh milyar rupiah): BPR teleh
membentuk satuan kerja Manajemen Risiko

BPR dengan modal inti  Kurang dari
RpS50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah): BPR telah menunjuk satu orang
Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.

Sudah ada Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab terhadap
Manajemen Risiko.

2)

BPR memuiliki kebijakan Manajemen Risiko,
prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit
Risiko.

BPR sudah memiliki kebnakan
Manajemen Risiko

3)

BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara|
tertulis mengenai  pengelolaan  nisiko  yang
melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai
ketentuan.

BPR memiliki pedoman dan kebijakan
anagemen Risiko. namun belum
yai prosedur pengelolaan nsiko

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax |

bx2

cx 3

dx4

exd

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penera
Tﬁﬂ'ﬁ untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 3

233

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur

Tata Kelola (8): 50%

1.17




Kriteria/Indikator T B [CH] ' TB
_:'_ : Y| Z IS ®E1 S Katsasgen

Pw-ﬁ-n lmr:"n 3

B. Proses Pencrapan Tafa Kelola (P)

4) |Direksi: Telah diterapkan, namun A, Sudah
» menyusun kebijakan dan pedoman penerapan , disusun.

Manajemen Risiko secara tertulis, dan A B.Belum terlaksanan.
b mengevaluasi dan memutuskan transaksi
yang memerl persetujuan Direksi.

5) |Dewan Komisaris: a. Pedoman Manajemen Risiko telah
1 menyetuju dan mengevaluasi disetujui oleh Dewan Komisaris.
kebijakan Manajemen Risiko, y b. Sedang dilaksanakan.

b evaluasi iawaban Direksi ¢. Sudah dilaksanakan dan
e O DO mencantumkan dalam kode etik
atas pelaksanaan kebijakan Manajemen :n dan
Risiko, dan ke.r]n an tata cara rapat Dewnn
- : Direksi dan Dewan Komisaris
« mengevaluasi dan memutuskan
permohonan Dircksi yang berkaitan
dengan transaksi vang memerlukan
persetujuan Dewan Komisans.

6) |BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, Dilakukan penyesuaian untuk proses
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap v tersebut.
seluruh faktor Risiko yang bersifat material

7) |BPR menerapkan sistem pengendalian intern v Telah diterapkan.
yang menyelunh.

%) |BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh Telah diterapkan sesuai ketentuan OJE
risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas v
Jasa Keuangan.

9 |BPR memiliki sistem informast yang memadai Sudah ada dan sudah dilaksanakan
vaitu sistem informasi manajemen yang mampu v
menyediakan data dan informasi yang lengka
skurpl. kini. den uiuh i

10) [Direks: telah melakukan pengembangan budaya Sudah dilaksanakan dengan adanya
manajemen nsiko  pada  seluruh  jen) v pelatihan yang diadakan Pejabat
organisasi dan peningkatan kompetensi sum Eksekutil Manajemen Risiko
dava manusia antara lain melalw pelan
dan/atau sosialisasi mengenai manajemen ristko.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axI|bx2lex3|dxd|exs

1 untuk selurul Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 229
pertanvaan (S): 7 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.91
Tata Kelola (S): 40%

o ai Ia {H)

11) |BPR menyusun laporan profil nsiko dan profil : Telah diterupkan
risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada v
Otoritas  Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan,

12) |BPR menyusun laporan produk dan aktivitas Sudah dilaksanakan.
baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa v
Keuangan sesuai  ketentuan Otoritas  Jasa
Keuangan.

Jumiah jawaban pada Skala Pencrapan ax]|bx2|cx3[dx¥|exd
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 1 2 0 0 0
Pen .

1 unfuk selurih Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S). 2 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.15
Tata Kelola (S): 10%
Penjumliahan S +P + H 2.3
Total Penilman Fuktor 8 Dikalikan dengan bobot 0.22
Faktor 8 )




No Kriteria/Indikator T+t 313 +5 Keterangan
"9 [Batas Maksimum Pemberian Kredit

AT STvakTur dan TalvasTruRTur Tale Kelols (8]

1) |BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan BPR telah memiliki kebyjakan
prosedur tertulis yang memadai terkait dengan perkreditan yang mengatur tentang
BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak J BMPK baik kepada pihak terkait
terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, maupun tidak terkait.
berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya
schagai bagian atau bagian terpisah  dan
pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bxZjex3i|dxd|ex>
wil perkalian untuk masing-masing Skala 1 0 0 0 0

n

untuk seluruh Skala Pencrapan I

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.00
pertanvaan (S): 1 ;
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.50
Taw Kelola (S): 50%

B Proses rapan P)

2) |BPR sccara berkala mengevaluasi dan Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK
mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur v selalu disesuaikan dengan regulasi
BMPK  agar discsuaikan dengan  perat POJK maupun perundang undangan
perundang-undangan. yang berlaku.

3) |Proses pembenan kredit oleh BPR kepada pihak Proses Pemberian kredit kepada pihak
terkait dan/atau pemberian kredit besar telah terkait dan kredit besar telah
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Y memperhatikan prinsip kehati-hatian
tentang BMPK dan memperhatikan prinsi maupun ketentuan OJK dan BMPK.
kehati- hatian maupun peraturan perundang-
undangan
Jumlah jawaban pada Skaln Penerapan ax T |bxZ|cx3|[dxd[ex>
%il perkalian untuk masing-masing Skala 0 4 0 0 0

ern
oty 1 untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2.00
pertanyaan (S): 2 ;
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.80
Tata Kelola (S): 40%

. rapan Tata Kelola (H)

4) |Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada Laporan Pemberian Kredit kepada
pihak terkait dan/atau pembenan kredit yang prhak terkait telah dilsporkan kepada
melanggar danfatau melampaui BMPK  tel v OJK secara benar dan tepat waktu.
disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa
Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5) |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui Ada terjadi pelampauan dan
BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan v i:.; ngfum 5 mﬁi’gﬁh:ﬂm

]\Re pcn%%iewm ol !
Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan AaxI|DxZ(cxJ|dXF[EXD
Hasil perkalinn untuk masing-masing Skala 0 2 3 0 0

Penerapan
TEEF-?E untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan ratw-rata dengan dibagi jumlah

Faktor 9

pertanyaan (S): 2 =
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.25
Tatn Kelola (S): 10%

yumlahan S + P+ H T35
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot 0.12

p




J
10 Rencana Bisnis BPR

A STruKiur dun Tlastrakiur Tal Kelols (S)

1) |Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi BPR sudah menyusun RBB sesuai
dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai v %‘;{%m }:OJK N;mor

. s en! encana
ot vis o s IR, Bisnis BPR dan BPRS.
2) |Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana RBB BPR menggambarkan rencana
strategis jangka panjang dan rencana bisnis strategis jangka panjang dan rencana
taliugay termasuk  encana  peayelesalan v Disnis taliwa termasuk jencana
permasalahan  BPR  yang signifikan  dengan penyelesaian permasalahan BPR.
cakupan sesumi  ketentuan Otoritas  Jasa
Keuangan.
3) |Rencana bisnis BPR didukung sepenubnya oleh RBB disukung sepenuhnya oleh
pemegang saham dalam rungka memperkuat pemegang saham dalam rangka
permodalan dan infrastruktur yang memadai| memperkuat permodalan dan
antara lain sumber daye manusia, teknologi mfrastruktur yang memadai, dimana
informasi, jaringan Kkantor, kebijakan, dan| sebelum dibuat rencana bisnis BPR
prosedur. terlebih dahulu dilakukan rapat dengan
Dewan Komisaris dan semua pemegang
saham untuk menentukan target-target
yang hendak dicapai pada tahun
mendatang.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cxJ|dxd|exd

ll;hsil perkalian untuk masing-masing Skala > 2 0 0 0

otal nila untuk seluruh Skala Penerapan 4

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlsh 133

pertanyaan (S): 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.67

Tata Kelola (S): 50%

roscs Pencrapan Ta

4) |Rencana bisnis BPR disusun dengan RBB yang disusun sudah
mempertimbangkan paling sedikit: mempertimbangkan faktor
« faktorcksternal dav internal yang v cksternal/internal, azas perbankan yang
dapat mempengaruhi kelangsungan sehat dan prinsip kehati-hatian dan
usaha BPR; penerapan manajemen resiko sesual
b. azas perbankan yang schat dan prinsip aturan OJK.
kehati- hatian; dan x
(S 0,

5) |Dewan Komisans melaksanakan pengawasan wan Komisans selalu melakukan
terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. v onitoring terhadap pelaksanasn RBB

BPR.
Jumlah jawaban pada SKala Penerapan axI|bxZlex3|dxd[ex>
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 1 0 0 0
Tai]_netl‘i% unfuk seluruh Skala Penerapan T
Perhitungan g?azvmu dengan dibagi jumlah 200
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.80
Tata Kelola (S): 40%

L5 rapan Tafa Kelola (H)

6) |Rencana bisms termasuk perubahan rencana RBB telah dikirimkan kepada OJK
bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa| Y sesuai dengan ketentuan OJK Nomor
Keuvangan sesuai  Ketentuan toritas  Jasa 37/POJK 03/2016 tentang Rencana
Keuangan, Bisnis BPR dan BPRS.

Tumlah jawaban pada Skala Penerapan axI|bxZjcx3|dxd|exs
PH::;I" perkalian untuk masing-masing Skala 1 0 0 0 0
otal nilar untuk seluruh Skala Penerapan T

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.00
pertanyaan (S): |
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur 0.10
Tata Kelola (S): 10%

yumiashan S + P+ H' .57
Total Pemlaian Faktor 10 Dikalikan dengan 0.12
bobot Faktor 10

&)
a4



keuvangan vang didukung oleh sistem nformas:

manajemen  yang memadai  sesuai  ketentuan

u:nmsuk sumber daya manusia yang kompeten
lapomnymglmgknp,ahml.

Al

Kriterin/Indikator BT Keterangan
gl T 2| 3 . Sl
11| Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,
AT Strukiur Juw Tafvsstruktur Tute Kelolu (5)
1) |Tersedianya sistem pelaporan keusngan dan non Sistem laporan keuangan dan non

keuangan telah didukung sistem informasi
manajemen.

'%m.?&u —ota Skalh Penerapas

axl

bx2

cx3

dx4

ex3

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

untuk seluruh Skala Penerapan

1

Perhuitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): |

1.00

Dlhhdengnnbobolsmlkmrdm Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0.50

pan 2

2)

BPR menyusun laporan keuangan publikasi
triwnlanan dengan materi paling sedikit
laporan  keuangan, informasi lainnya,
pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

3)

=

BPR telah menyusun laporan keuangan
publikasi triwulanan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

BPR menyusun laporan tahunan dengan maten

keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek
transparansi  dan informasi, serts seluruh aspek

paling sedikit memuat informasi umum, hpom:l

@ungkup&n sesual ketentun Ownitas Jusy

BPR telah menyusun laporan Tahunan
sesuai denga Ketentuan POJK.

4)

BPR  melaksannkan  transparansi  informasi
mengenm produk, layanan dan/atau penggunaan
data nasabah BPR dengan berpedoman
persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otori

Jasa Keuangan.

BPR telah melaksanakan transparansi
informasi produk dan layanan sesuai
dengan ketentuan OJK.

5

BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata

BPR telah meyusun dan menvampaikan

kepada Otoritas  Jass  Keusngan  dan/ata
dipublikasikan sesuni ketentuan Otonitas Jasa

cara, jenis dan sebagaimana diatur dalam v ran dengan tata cara. Jenis dan

kmmammxcm sesuai aturan OJK.
Yumiah yawaben peda Skala Pericrapen SXToxZ[ex3axa{exs

untuk seluruh Skala Penerapan b
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2.00
pertanyaan (S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S} 40% 0.0

[ 53 rapan Tata Kelola (H)

6) |Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi Laporan tahunan dan Laporan keuangan
ditandatangani paling sedikit oleh | (satu) anggota sclalu ditanda tangani oleh semua anggota
Dircksi dengan mencantumkan nama secara | J direksi dan disampaikan secara lengkap
serta disampaikan secara lengkap dan tepat dan tepat waktu kepada OJK dan/atau

dipublikasikan sesuai dengan Ketentuan
yang berlaku.

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak
lamjut pelayanan dan penyelesaion pengaduan
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Laporan pengaduan dan penyelesaiannva
selalu ditindak lanjuti oleh BPR dan selalu

disampaikan kepada OJK secara tepat
waktu.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax |

bx2

cx3

dx4

exs

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penera)
seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2

1.50

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S). 10%

0.15

umlshan S+ P+

145

Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot

Faktor 11

0.11




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 v d 8 9 10 | 11 | Nilai Komposit
Total Penilaian |0.30 | 0.28 -| 0.20|0.22 |0.20 | 0.03|0.22 |0.12 | 0.12 | 0.11 1.81
Faktor
Predikat Baik
Komposit
Kesimpulan
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&% Bank Dana Nagoya

r {Bank Perkreditan Rakvat)

-

Batam, 29 Juni 2020
No. 028/DN/DIR-OPR/V1/2020
Kepada Yth :
Bpk / Ibu Pimpinan

Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Batam

Perihal: Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR dan Self Assessment BPR Tahun 2019
Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami
menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Self Assesment PT BPR Dana
Nagoya tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT BPR DANA NAC

: oni Kieskthong, S.H.
Direktur Utama Direktur Bisnis

Tembusan :
- Dewan Komisaris
- Arsip

Pusat: Komp. Nagoya New Town Blok F No. 1 & 2 Batam, Talp: (0778) 423788 (Hunting), 458588, 431191 Fax: (0778) 422496
Cabang Bengkong: J. Laksamana Bintan Komp. Ruko STM Aljabar Bengkong Blok C No. 8, Telp: (0778) 457929, 457936 Fax: (0778) 457448

Cabana Batam Centre: Komp, Rukomas Odessa Blok C1 No. 1. Telp: (0778) 7434068, 7434085 Fax: (0778) 7434063



